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 بر لله دمحلا  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا
دـعب اما .نيعمجا  هبحصو 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, zat yang terlah memberikan 
rahmat dan Hidayah beserta kehidupan kepada semesta alam.  Shalawat beriringan 
salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
saw, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-Nya dan semoga kita senangtiasa ber-
Istiqomah di jalan-Nya 
 Terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillahi Rabbil Alamin tiada henti 
karena dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesikan penulisan skripsi 
ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Di 
Jadikan Sebagai Kurir Narkotika Persfektif Hukum Islam (Study Kasus Kab. 
Jeneponto) ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian 
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  Dalam penulisan skripsi ini tidak 
terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan 
saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan 
tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.  
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek 
kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan 
dari keterbatasan  yang dimilki penulis.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 





ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 





ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Qi 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ʼ Apostrof 
ل Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 َا Kasrah I I 
 َا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ Ai a dan i 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ََل  ... | ََا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
Ā a dan garis di atas 




Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتام  : māta 
ىَمَر  : ramā 
ََلْي ق    : qīla 
 َتْوَيَ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 





Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْكَرَؙاﻷَ  ؿاَفْط      : rauḍah al-aṭfāl 
ةَل  ضافْلاََ ةَنْػيَ دَمَلا    : al-madīnah al-fāḍilah 
ةَمْك َلَا               : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd (    ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاّنبَر  : rabbanā 
ََانْيَّنَ : najjainā 
َّقََلَا : al-ḥaqq 
ََمُّعن   : nu“ima 
َّك دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 







َّى لَع   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
َّبىَرَع: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
َ  سْمّشَلا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َةلَزلّزَلا    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َةَفَسْلَفَلا  : al-falsafah 
    ََدلَبلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْك رْمأت : ta’murūna 
 َعْوّػَنلا    : al-nau„ 
ٌَءْيَش   : syai’un 
َ  تْر  ِ  ـ أ: umirtu 





Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 




 د dīnullāh  َلله اب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 َللهاَ ةَحمرَْ  فَِْم ه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 






bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 





a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 




























Nama      : ARIFUDDIN.S 
NIM      : 10300114080 
Judul              : Perlindungan Hukum  Terhadap Anak Di Bawah Umur 
Yang Dijadikan Sebagai Kurir Narkotika Persfektif Hukum 
Islam. (Sutdy Kasus Kab. Jeneponto) 
Pokok masalah pada penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Di Bawah Umur Yang Dijadikan Sebagai Kurir Narkotika Persfektif 
Hukum Islam (Study Kasus Kab. Jeneponto)” Pokok masalah tersebut selanjutnya 
dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana perlindungan 
hukum terhadap anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir narkotika, 
menurut undang-undang Narkotika dan Hukum positif ? 2) Bagaimana persfektif 
Hukum Islam terhadap perlindungan anak di bawah umur yang dijadikan kurir 
Narkotika ? 
Jenis penelitian tergolong Penelitian Lapangan (field research), dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosial dan pendekatan 
normatif. Adapun sumber data penelitian adalah anak yang melakukan tindakan 
ini dan pihak   yang menangani kasus Narkotika di polres Kab. Jeneponto, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara 
analisis data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  1. Perlindungan hukum bagi 
anak di bawah umur diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak 
pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak 
melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi 
anak yang masih di bawah umur dan bagi pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial termasuk anak. 2. Bila anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, 
maka wajib dikenakan sanksi had ataupun ta‟zīr. Sebab ia belum termasuk 
(dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha 
telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib 
dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa. 
Implikasi Penelitan Bagi para remaja harus lebih selektif dalam memilih 
teman dan tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menggunakan narkotika. 
Narkotika bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan atau lari dari masalah. Bagi 
pihak berwenang lebih mengutamakan anak diserahkan kembali kepada orang 
tua/wali untuk di asuh dan mewajibkan melaporkan perkembangan anak setiap 
bulannya hingga anak berumur 18 tahun. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah 
memberikan fasilitas yang memadahi bagi anak penyalahguna narkotika, agar 
tidak menggangu psikologis dan mental anak, dalam hal letak rehabilitasi, tempat 
rehabiltasi, dan alat-alat kelengkapan pemenuhan rehabilitasi anak, serta lebih 




  PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam ajaran agama dinyatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia 
dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orangtuannya yang 
menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Anak sebagai 
generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak 
merupakan modal pembangunan  yang akan memelihara, mempertahankan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik 
mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.1 
Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja 
yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada 
masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karna kehidupan 
emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa inigin tahu yang lebih dalam lagi 
terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang 
bersifat negatif.2 
Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak 
menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk 
menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau 
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perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh 
berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup 
sebagaian orang tua. Telah membawa perubahan sosil yang mendasar dalam 
kehidupn masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai prilaku anak.3  
Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, 
bimbingan dalam pembangunan sikap, prilaku penyusaian diri, serta 
pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan 
masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus 
kepada kejahatan, sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan barang 
terlarang dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran 
narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual 
berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang 
dianggap aman.4 
Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalagunaan dan peredaran 
Narkotika, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Narkotika, yang dietapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai 
acuan atau pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahunn 2007 Tentang 
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 Sudarsono, kenakalan Remaja (Cet.2; Jakarta: Rineka Cipta,1991), h. 10 
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 Gatot Supramono,Hukum Narkoba Indonesia (Jakarta:Djambatan, 2004), h.4 
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Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi denga perkembangan situasi dan kondisi 
sekarang.5 
Undang-Undang baru ini  mempunyai cakupan yang lebih luas dalam 
mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk 
mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalagunaan dan peredaran 
narkotika. 
Penyalagunaan narkoba saat ini banyak melibatkan anak dibawah umur. 
Hal ini diungkapkan Kaur Binops Reskrim Narkoba Polres Jeneponto Iptu 
Bakri. “Bandar narkoba saat ini banyak menggunakan atau menjadikan kurir 
anak di bawah umur. Alasan mereka (Bandar Red) mungkin bisa diversi itu 
anggapan mereka. Tapi itu tidak bisa diberlakukan karena pengedar narkoba 
ancaman hukumannya diatas  12 tahun,”  
Narkoba ini tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun 
demikian, ia termasuk dlam kategori khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya 
dibanding dengan khamar. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu 
hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui 
metode qiyas (analogi hukum). Syariat menghukum peminum arak jilid atau 
dera sebanyak 80 kali, namun menurut pendapat Imam Syafi‟i, hukumnya 
adalah sebanyak 40 kali dera.6 Sanksi tersebut dikenakan kepada pemakai yang 
telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal 
                                                             
5
 Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nommor 13 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Cet.3; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), h. 276 
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sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang 
dikomsumsinya itu memabukkan. 
Dalam istilah ushul fiqh, subyek hukum itu disebut mukallaf  atau orang-
orang yang dibebani huku, atau mahkum’alaih yaitu orang yang kepadanya 
diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk 
dapat di sebut mukallaf  (subyek hukum), yaitu bahwa iya mengetahui tuntunan 
Allah itu dan mampu melaksanakannya. 7 
Usia dewasa dalam kitab-kitab Fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang 
bersifat jasmani yaitu bagi wanita telah mulai haid atau menstubasi dan para 
laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini 
didasarkan pada petunjuk al-Qur‟an, aitu sampai mencapai usia perkawinan atau 
umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan. 
Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat 
jasmaniyah tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat 
perbedaan pendapat antara ulama Fiqh, menurut jumhur ulama, umur dewasa itu 
adalah 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah, 
Umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 
adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum 
berlaku padanya beban hukum atau taklif.8  
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Manusia dalam batas umur tamys (kira-kira 7 tahun) sampai dewasa dalam 
hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenali hukum dan 
sebagian lagi tidak dikenakan hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan 
atau perbuatannya, terbagai kepada tiga tingkat, dan setiap tingkat mempunyai 
akibat hukum tersendiri, yaitu: 
a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya, umpamamnya 
menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk 
ini, baik dalam bentuk ucpan maupun perbuatan adalah sah dan 
terlaksana tanpa persetujuan dari walinya. 
b. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi hak-hak 
yang ada padanya, umpamanya pemberian yang dilakukannya baik 
dalam bentuk hibah atau sadaqah, pembebasan hutang, jual beli dengan 
harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan 
atau perbuatan yang dilakukan oleh mumayyiz, dalam bentuk ini tidak 
sah dan tidak berakibat hukum atau batal, yang tidak memungkinkn 
untuk disetuji oleh walinya. 
c. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Umpamanya 
jual beli, sewa menyewa, upah mngupah, dan lainnya, yang di satu 
pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada 
padannya. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara 
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mutlak, tetapi dalam kesahannya tergantung kepada persetujuan yang 
diberikan walinya sesudah tindakan itu dilakukan.9 
Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dangan ibadah adalah sah, 
karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti, 
karena ia belum dewasa. Dalam masa ini, orang tuanya harus mendidik dan 
membiasakannya untuk melakukan ibadah badaniyah. Adapun tindakan 
kejahatan yang dilakukannya yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai 
sanksi hukuman berupa ganti rugi harta dan hukuman badan. Karena itu tidak 
berlaku padanyya qisas dama pembunuhan, dera atau rajam  pada persinahan, 
atau potong tangan pada pencurian. Ia hanya dapat menanggung diyat 
pembunuhan atau ta’zir yang dibebankan kepada harta atau orang tuannya.10 
Dan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir 
narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan 
peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang 
menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak 
tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak 
pidana narkotika seperti  kasus yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu 
penelitian Ilmiah yang berjudul:” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIJADIKAN KURIR NARKOTIKA 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Kasus Kab. Jeneponto)”.  
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.308. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah 
(Jakarta: Sinar Garfika, 2006), h. 173. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang masalah di atas, maka 
penulis menyederhanakan rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang 
dijadikan sebagai kurir narkotika, menurut Undang-undang narkotika 
atau hukum positif? 
2. Bagaimana presfektif hukum islam terhadap perlindungan anak dibawah 
umur yang dijadikan kurir narkotika.? 
C. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian 
variabel yang telah dikemukakan. Adapun variabel yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 

















Memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain  dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 
 
Zat atau obat  yang berasal dari tanaman 















































semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
yang dapat di simpulkan ialah keturunan 
yang kedua yang berarti dari seorang pria 
dan seorang wanita yang  melahirkan 
keturunannya, dimana keturunan tersebut 
secara biologis berasal dari sel telur laki-
laki yang kemudian berkembang biak di 
dalam rahim wanita berupa suatu 
kandungan dan kemudian wanita tersebut 
pada waktunya nanti melahirkan 
keturunannya18 Anak di bawah umur 
adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Sehingga anak 
yang belum dilahirkan dan masih di dalam 
kandungan ibu menurut undang-undang ini 


























Kurir merupakan sebuah aktivitas 
pengiriman barang yang dilakukan secara 
langsung. Sebenarnya pekerjaan menjadi 
kurir sidah ada sejak dahulu kala. Dimana 
seseorang akan berlari untuk 
menyampaikan pesan atau barang. 
Disitulah awalnya muncul kata courier 
dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata 
Yunani curer yang berarti lari 
Kata “hukum Islam” berarti hukum dan 
aturan Islam yang mengatur seluruh 
kehidupan umat manusia, baik muslim 
maupun non muslim. Selain berisi  hukum 
dan aturan ia juga berisi penyelesaian 
masalah seluruh kehidupan ini. Hukum 
Islam  merupakan  istilah yang mempunyai 
makna yang berbeda, yaitu syari‟ah dan 
fiqh. Sebagai terjemahan dari syari‟ah, 
Hukum Islam merupakan kumpulan norma-
norma hukum yang langsung dinyatakan 
secara eksplisit (jelas) universal serta tidak 
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dapat berubah, karena otoritasnya berada 
pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut 
Idris Ahmad, Hukum Islam diartikan 
dengan semua peraturan yang berisikan 
hukum-hukum yang datang dari Allah 
SWT, disampaikan oleh Rasulnya Nabi 
Muhammad SAW dalam mengatur hidup 
dan kehidupan umat manusia dalam 
hubungannya dengan Allah dan manusia. 
 
 
D. KAJIAN PUSTAKA 
Ada beberapa buku yang sangat bersentuhan dan menjadi rujnukan 
dalam penelitian ini: 
1. Didalam Buku Rika Saraswati, Yang berjudul ”Hukum 
Perlindungan Anak di Indonesia”, menjelaskan mengenai literatur 
tentang anak dan permasalahan hukum yang dihadapinya karena itu 
penulis mengambil  sebagai literatur karna materinya bersifat 
komprensif yang menyoroti berbagai permasalahan anak dan hukum 




2. Buku yang berjudul “Hukum Pidana Islam”  penulis M.Nurul 
Irfan, menjelaskan mengenai hukum Pidana Islam di Indonesia, 
dapat dikatakan bahwa keberadaanya sama dengan 
ketidakberadaanya. Dan membahas beberapa kasus hukum yang 
pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, beberapa kasus hukum 
tersebut dikaitkan dengan dengan teori dasar yang terdapat dalam 
hukum pidana islam. Dan ini juga dianggap penting untuk 
menambah pembahasan skripsi ini. 
3. Didalam buku Topo Santoso yang berjudul “Asas-Asas Hukum 
Pidana Islam” menjelaskan mengenai status Narkotika atau dalam 
hal ini Khamar dalam pandangan Hukum Islam. Dan menjelaskan 
bagaimana hukuman bagi pengguna atau Peminum Khamar. 
Berhubungan dengan judul skripsi ini. dianggap bahwa ada 
keterkaitan antara judul dengan pembahasan  tentang buku ini. 
4. Buku yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut 
Empat Mahzab” penulis Abdi Widjaya. Membahas mengenai 
pandangan Empat Mahzab tentang Status Khamar. Sesuai dengan 
analisa penulis tentang buku ini memandang ganja itu lebih buruk 
dari khamar. Memang seperti itulah adanya, karena ganja dapat 
memabukkan lebih buruk dari itu. Karena ia dapat memberikan 
pengaruh yang lebih banyak pada otak dibanding khamar. Maka 
sesuatu yang memabukkan itu ialah sesuatu yang jika dikonsummsi 
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oleh seseorang dapat menutup akalnya yang disertai dengan 
kenikmatan dan kegembiraan, dan hukum mengkonsumsinya adalah 
haram 
 
E. METEDOLOGI PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan peneillitan 
langsung dilapangan, memperoleh sudut pandang yang diteliti 
sekaligus mempertahankan persfektif analitis orang luar  serta yang 
relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagai sumber 
datanya. Sumber tersebut diambil dari berbagai pihak yang terlibat  
tentang  Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang 
dijadikan kurir Narkotika dalam perspektif hukum islam. 
2. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teologis normatif (hukum Islam), yuridis normatif (Undang-
Undang). Teologis normatif adalah suatu pendekatan yang 
digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang 
akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang 
ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. yuridis normatif adalah 
suatu pendekatan yang berkaitan dengan undang-undang  Ushul 
fiqih merupakan suatu ilmu yang mengungkapkan berbagai metode 
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untuk menggali hukum syari‟ah dari sumbernya yang telah 
dinashkan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah.  
3. Sifat Penelitian 
Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 
penelitian yang dimaksud untuk memperoleh gambaran yang 
menyeluruh tentang Perlindungan hukum terhadap anak di bawah 
umur yang dijadikan kurir Narkotika dalam perspektif hukum 
islam. 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Data primer 
Yang dimaksud dengan data primer data yang langsung 
memberikan data pada peneliti. Adapun data yang dijadiakan 
sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ayat-ayat Al-
Qur‟an dan Undang-Undang.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan 
kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang 
disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik 
dalam media massa maupun elektronik yang berada di situs-
situs internet dan data lain yang  relevan guna membantu 




5. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data  
Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun 
menggunakan analisis yaitu: 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses 
mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan 
diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 
penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 
dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari isi dan mencatat 
data yang sesuai dari bahan pustaka baik jurnal, karya ilmiyah dan 
dokumen data-data yang mempunyai kaitan dengan Perlindungan 
hukum terhadap anak di bawah umur yang dijadikan kurir 
Narkotika dalam perspektif hukum islam. 
b. Analisis Data 
Tehnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan 
memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis 
yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data 
kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data yang berasal dari literatul bacaan.  
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F. Tujuan dan Kegunaan 
1.  Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum  terhadap anak yang 
dijadikan kurir narkotika yang masih  di bawah umur menurut 
undang-undang narkotika atau hokum positif. 
b. Untuk mengetahui presfektif hukum Islam  tentang 
perlindungan anak yang di jadikan sebagai kurir narkotika  
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teorotis penulisan skripsi ini dapat berguna untuk 
perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan 
dengan pokok masalah penelitian yaitu Perlindungan hukum 
terhadap anak di bawah umur yang dijadikan kurir Narkotika 
dalam perspektif  hukum  islam . Dan dapat memberikan 
manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum tentang  
Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang 





b. Kegunaan Praktis 
Dapat memberikan sumbangan ataupun pemahaman mengenai 
hukum positif dan khususnya dalam hukum islam dan untuk 
memperkaya ilmu pengetahuan pada umunya dan disiplin ilmu 






















A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak 
1.  Pengertian Perlindungan Anak 
Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu apabila kita 
mau mengetahui adanya terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, maka 
kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran 
penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Dalam rangka 
mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar 
akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian 
karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, tidak bertanggung 
jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu harus diusahakan adanya sesuatu 
yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Agar pengaturan 
usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya 
perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpanan negative 
yang lain. Dasar pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan Pancasila,  
Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok kesejahteraan sosial, Undang-undang RI No.4 Tahun 




Sebagai pengarahan pembahasan masalah ini ingin dikemukakan terlebih 
dahulu beberapa permasalahannya yang berkaitan dengan usaha perlindungan 
anak sebagai berikut : 
1. Apa yang pada hakekatnya merupakan permasalahan dan menghambat 
pelaksanaan usaha perlindungan anak. 
2. Siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas penanggulangan 
permasalahan pelaksanaan perlindungan anak. 
3. Tindakan apa saja yang kiranya dapat menanggulangi permasalahan ini. 
4. Bagaimana mencegah timbulnya korban dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
Sebelum melakukan pembahasan ingin dikemukakan beberapa dasar 
pemikiran sebagai landasan pembahasan masalah perlindungan anak, sebagai 
berikut : 
a. Arti, Sikap dan Tindak 
Sebelum kita mengambil sikap dan menentukan tindakan-tindakan apa 
yang ingin kita lakukan dengan baik maka tepat apabila kita memahami lebih 
dahulu arti atau mempunyai pengertian yang tepat mengenai suatu masalah. 
Dengan dimilikinya pengertian atau arti yang tepat mengenai pelindungan anak, 
maka diharapkan kita akan bersikap dan bertindak tepat pula dalam menghadapi 
dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak. 
Pengertian yang tepat dapat bermotivasi yang kokoh positif dalam melaksanakan 
kegiatan perlindungan anak, berdasarkan pengertian yang tepat kita dapat 
19 
 
membuat kebijakasanaan dan perencanaan kerja yang lebih baik dan dapat 
dilaksanakan. 
b. Pengertian tentang Manusia 
Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Pengertian tentang manusia dan kemanusiaan 
merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan 
permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan 
manusia. Yang menjadi objek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindunga 
anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, pandangan bahwa setiap 
anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, sosial dari orang 
tuanya, anggota masyarakat dan Negara. Dalam pelaksanaan kegiatan 
perlindungan anak ini bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai 
berikut :” yang dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat 
dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesame kita yang 
mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan 
yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat. Pengertian yang tepat mengenai 
manusia, sebagai sesama kita yang ada dalam suatu masyarakat dapat pula 
mengembangkan rasa tanggungjawab kita terhadap sesama anggota masyarakat. 
Rasa tanggungjawab ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan 
perlindungan anak, oleh karena itu yang perlu mendapatkan perlindungan tidaklah 




c. Pengertian tentang keadilan 
Dalam rangka membahas perlindungan anak perlu kita ketahui pengertian 
tentang keadilan yang tepat, yang mendukung kegiatan perlindungan anak. Rasa 
keadilan seseorang akan mempengaruhi adanya kelangsungan kegiatan 
perlindungan anak. Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan 
bermanfaat. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, maka antara 
lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada keadilan, disitu terdapat pula 
perlindungan anak yang baik. Anak dilindungi untusk dapat melaksanakan hak 
dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Yang 
dimaksud dengan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yaitu sebagai 
berikut :  
a) Rasional yaitu masuk akal, wajar. Tetapi kerasionalannya tersebut dapat 
bersifat positif atau negative. 
b) Bertanggungjawab yaitu dapat dipertanggung jawabkan secara horizontal 
(terhadap sesame manusia) dan vertical (terhadap tuhan), dapat 
dipertanggung jawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. 
c) Bermanfaat yaitu bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan 
diri sendiri. 
d. Hasil Interaksi 
Hampir setiap tindakan dan masalah yang ada, yang terjadi baik yang 
positif atau negatif dapat merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara 
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fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Peninjauan interaktif ini 
memperluas para penanggung jawab atas orang-orang yang terlibat dalam 
terjadinya suatu tindakan peristiwa. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa 
kegiatan atau usaha perlindungan anak dikatakan sebagai suatu hasil interaksi 
karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
Maka berkaitan dengan masalah perlindungan anak, perlu kiranya diperhatikan 
fenomena yang relevan, factor-faktor mana yang menghambat atau mendukung 
adanya usaha perlindungan anak.11 
Dengan demikian berasarkan Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-undang  
Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang 
berbunyi : “ Anak berhak atas pemilharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-
perlidungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar “ .Kedua ayat ini 
dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam 
rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. 
Yang mengusahakan perlindungan anak  (kesejahteraan anak) adalah pemerintah 
dan masyarakat (pasal 11, ayat 2 UU RI No.4 tahun 1979), tentang Kesejahteraan 
Anak. Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap angota 
masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam 
situasi dan kondisi tertentu, dapat dikatakan setiap warga Negara, anggota 
                                                             




masyarakat ikut serta bertanggung jawab atas dilaksanakannya perlindungan anak 
demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu 
kebahagiaan anak merupakan pula kebahagiaan orang tua. Perlindungan anak 
adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan 
perwujudan adalah keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka 
perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara 
dan bermasyarakat. 
Perlindungan anak merupakan suatu bidang  pembangunan nasional, 
melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia 
seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan  manusia 
Indonesia seutuhnya ( GBHN bab II/B). Mengabaikan masalah perlindungan anak 
tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional. Perlindungan anak suatu 
masyarakat, bangsa, yaitu tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, 
demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban, maka kita wajib 
mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan 
nusa dan bangsa. 
2. Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Anak 
Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa  
persyaratan sebagai berikut :  
1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak 
harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan 
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masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat 
dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 
pelaksanna perlindungan anak. Oleh karena itu harus disebarluaskan, 
meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-
pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan 
anak tersebut, misalnya : pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban 
asasi manusia, warganegara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, 
pencegahan penimbulan korban, pelaksanaan kepentingan yang 
bertanggungjawab dan bermanfaat. 
2. Perlindungan anak ‟‟harus dilakukan bersama ”antara setiap warga 
Negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan 
pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai 
aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan 
mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warganegara, 
anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia 
berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
3. Kerjasama dan kordinasi “diperlukan dalam melancarkan kegiatan 
perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Perlu 
kita jauhkan menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu 
dan mengembangkan komunikasi yang posotif, edukatif dan membangun 
dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
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4. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat 
dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang 
menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti 
masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan factor kriminogen atau 
faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
5. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur 
perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita 
harus mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yang mengatur, 
mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang 
dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahan demi kelangsungan kegiatan 
perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak 
diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak justru 
tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, 
mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri. 
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam 
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka 
melaksanakan perlindung an anak setiap anggota masyarakat dengan kerja 
sama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi 
yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara 
langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.   
7. Dalam pelaksanaan  kegiatan perlindungan anak pihak anak harus 
diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri 
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sendiri, dan dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi 
positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak 
dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha 
pemberian kemampuan pada anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan 
perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara 
pembinaan anak yang bersangkutan. 
8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis 
dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, apakah 
ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan 
benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat 
bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan 
bagi pancasila, Undang-undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang 
positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern. 
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa 
tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena itu adanya 
penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yaitu 
suatu kegiatan prevensi penimbulan korban atau kejahatan janganlah 
sendiri malahan menimbulkan korban. Perlindungan anak harus bersifat 
preventif. 
10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak 
dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, 
pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah 
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didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk 
orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang 
dewasa dan anak sama-sama manusia dan warganegara).12 
 
B. Hukum Islam 
  Hukum Islam biasa dikenal dengan istilah Hukum muslim ( Mulem Law) 
atau  (Islamic Law) di Arab disebut dengan istilah “Syariah” yang berarti jalan 
yang benar hukum muslim adalah suatu sistem hukum atau aturan-aturan 
keagamaan. Kerana alasan-alasan yang wajar syariah sangat berperan penting 
dalam terutama di wilayah-wilayah Hukum yang diatur secara rinci dalam sumber 
Hukum Islam seperti hukum kelurga, Hukum waris, dan sampai kepada taraf yang 
tertentu didalam wilayah Hukum Islam itu sendiri. 
  Karakteristik dari Hukum Islam sangatlah fleksibel dalam segalah kajadian 
dan dapat mengikuti perkembangan zaman walaupun pada dasarnya AL-Qu‟ran, 
yang dibuat berIbu-ribu tahun yang lalu, dan tidak pernah berubah dari awal 
diturunkanya sampai sekarang ini. Persebaran negara-negara yang menganut 
sistem Hukum Islam banyak dijumpai di Negara-negara jaziriah Arab. Tidak 
hanya itu, Negara-negara Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem 
                                                             
12Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak  (Cet II: Jakarta: Akademika Pressindo, 
1930), h. 17. 
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hukum islam baik secara langsung maupun dengan sistem hukum lainnya.13 
Hukum Islam juga mempengaruhi :  
1. Sejarah pemberlakuan hukum Islam di  Indonesia 
  Penerapan hukum Islam di Nusantra sudah lama diberlakukan sebelum 
masa klonial. Bahkan besar kemungkinan sudah diterapkan diberbagai daerah 
sebelum kerajaan Islam berdiri para pedangan muslim sudah mendirikan beberapa 
pemukiman, ini muslim yang taat menjalankan perintah agamanya berusaha 
menerapkan Hukum agamanya. Bahkan sebelum Islam merata, Hukum Islam 
diduga sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan bukan muslim. Sebagai 
minoritas, para pedagang muslim pasti memiliki pengadilan sendiri di pelabuhan-
pelabuhan bukan muslim. 
  Penerapan Hukum Islam ditiap-tiap kerajaan berbeda-beda menurut waktu 
dan tempat. Ada diantaranya yang menerapkan secara ketat seperti Aceh dan 
Banten, da nada juga yang menerapkan secara longgar karena hukum pra-Islam 
(hukum adat) masih cukup kuat dan efektif, seperti Mataram di Jawa. Dalam 
masalah hukum pidana dan ketentuan Hukum yang berkenaan dengan raja, 
Hukum Islam tertentu ada yang mengikuti ketentuan tradisi pra-Islam.14 
 
                                                             
13Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta:  Mitra Wacana Media, 
2014), h. 9-10 
14
 Musyrifah Sunanto, Sejarah Perdaban Islam  (Cet. XXIII; Jakarta: Rajawali Pers 
2011), h. 134. 
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2. Sumber-sumber hukum Islam 
a. Al-Quran 
  Al-Quran adalah (kalamullah) yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad Saw. Melalui malaikat jibril yang menggunakan bahasa Arab, 
sebagai mu‟jizat dan argumentasi dalam misi kerasulannya serta sebagai pedoman 
di dalam kehidupan, untuk meraih Eupan dunia dan akhirat, Al-quran merupakan 
rincian dari tuhan, yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril 
yang popular disebut dengan istilah (surah) dengan rincian surah tersebut dengan 
istilah Al-quran. 
  Al-Quran diturunkan kebumi tidak hanya dibaca saja tetapi untuk 
dipahami apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan diamalkan sebagai 
rambu-rambu, serta sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia untuk 
menjadi manusia yang taat, terhadap aturan-aturan di dalam Al-Quran untuk 
menjadi orang yang beriman disisi Allah swt. 
  Al-Quran juga merupakan dokumen agama umat Islam adalah firman 
tuhan yang mengandung kebenaran, dan diturunkan dalam kebenaran pula. Oleh 
kerena itu bentuk ajaran yang dibawakan menagandung nilai-nilai ajaran yang 
bersifat universal, artinya nilai-nilai agama yang berlaku dari sejak diturunkannya, 
sampai  tiba nanti hari kiamat atau hari akhir. Ayat-ayat Al-quran tersebut 
merekam pristiwa  kehidupan masyarakat pada waktu sebelum dan ketika Al-
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Qur‟an diturunkan. Al-Qur‟an memberikan antisipasi untuk memahami gejala 
yang akan mungkin terjadi. 
  Al-Quran merupakan sumber dasar utama dan pertama kaum Muslimin 
untuk menentukan “sibghah” dan “wijah”, yaitu corak dan arah. Corak pribadi 
Muslim, baik dalam keadaan berpikir, bebuat dan bertindak ialah sebagai mana 
yang digariskan dalam Al-quran,15 demikian pula arah dan tujuan hidupnya. 
Dalam hal ini tuhan menggariskan di dalam QS AL An‟am/6: 153 
 ْمُكِلَذ ِهِليِبَس ْهَع ْمُِكب َق ََّرَفَتف َُلب ُّسلا اوُِعبََّتت لاَو ُهوُِعبَّتَاف اًمِيَقتْسُم يِطاَرِص اََذه ََّنأَو
 ِب ْمُكا َّصَو( َنُوقََّتت ْمُكَّلََعل ِه٣٥١) 
Terjemahnya:  
“Dan bahwa aku perintahkan ini adalah jalanku jalan yang lurus, maka 
ikutilah jalan itu dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, 
karena manakalah engkau mengikutinya maka jalan-jalan itu mencerai-
beraikan kamu dari jalannya. Demikian Allah mewasiatkan jalan itu 
kepadamu, agar kamu bertakwa”.16 
  Yaitu jalan yang telah digariskan oleh Al-Quran itu hanyalah bersifat 
mujmal (aturan pokok), tidak sistematis atau terperinci di dalam Al-Quran yang 
harus dipatuhi. Al-Quran pada hakikatnya, menempati posisi sentral dalam studi-
studi ke-Islaman, di samping itu berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran juga 
sebagai pembedah antara kebenaran dan kebatilan. 
                                                             
15 Imam Munawir, Kebangkitan Islam dan Tantangan-Tantagan yang Dihadapi (Cet. I; 
Surabaya:  Bina ilmu, 2002), h. 59 
16Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 149 
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b. Sunnah  
  Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara. Sedangkan 
menurut istilah syara’ ialah perkataan Nabi Muhammad saw. Perbuatannya, dan 
keterangannya yaitu suatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw atau yang 
diperbuat oleh sahabat Muhammad saw dan ditetapkannya sebagai peraturan 
dikenal dengan istilah taqrir Nabi. Macam-macam Sunnahanatar lain adalah : 
1. Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi Muhammad saw. Yang 
menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran yang 
diturunkan kepadanya, serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan 
dan juga menganjurkan ahlak yang mulia. Sunnah Qauliyah (ucapan) yaitu 
hadits Nabi Muhammad saw. 
2. Sunnah Fi‟liyah yaitu suatu perbuatan yang menerangkan tata cara 
melaksanakan ibadah, misalnya berwudhu, shalat dan puasa. 
3. Sunnah Taririyah yaitu bila Nabi Muhammad saw. Mendengar sahabat 
mengatakan sesuatu perkataan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
sahabat Nabi tidak mengiyakan atau melarang akan tetapi Nabi hanya 
diam seakan ia menyetujuinya. 
c. Ijma‟   
  Yaitu pendapat-pendapat yang diterima secara umum dikalangan orang-
orang beriman, terutama cendikiawan hukum dalam menafsirkan dua sumber 
hukum utama tadi yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ulama-ulama ini 
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menisbatkan hukum biasa dikenali dengan Nama Iman Mazhab yang telah 
mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap peraturan-peraturan yang baru yang tidak ada 
pada zaman Nabi, sehingga membuat suatu aturan akan tetapi tidak lepas dari 
landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. 
C. Definisi Narkotika Menurut Hukum Islam 
1.  Pengertian Narkotika dalam perspektif hukum islam 
Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Quran disebut Khamar artinya 
sesuatu yang dapatkan menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, namun 
cara kerja khamar dan narkoba sama saja. Keduamya sama-sama memabukkan, 
merusak fungsi akal manusia, pelarangan mengkonsumsi khamar atau narkoba 
dilakukan secara bertahap. 
Dalam istilah Fikih Minuman Khamar dikenal denga istilah Khamar. 
Khamar menurut bahasa berarti menutupi sedangkan menurut istilah khamar 
adalah cairan yang dihasilakan dari peragian biji-biji atau buah buahan yang 
mengubah saripatinya menjadi Alkohol. Dalam sejarah, proses pengharaman 
khamar melalui Tiga Tahapan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an. Tahap 
pertama adalah dinyatakan bahwa khamar itu lebih besar efek negatifnya daripada 
efek Manfaatnya, seperti yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah (2): 219; 
                                 
                                




“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu berfikir”17 
Demikianlah Allah Menerangkan Ayat-Ayatnya Kepadamu Supaya Kamu 
berfikir.  Kemudian pada tahap kedua, Al-Qur‟an menyatakan bahwa ada larangan 
mendekati sholat bagi orang yang mabuk, sebagaimana disebutkan dalam QS An-
Nisa (4): 43; 
                             
                               
                                     
         
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 
dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, 
(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, 
terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit 
atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu 
telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka 
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan 
tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.18 
                                                             








Dalam ayat tersebut diatas, sebenarnya berisi larangan untuk minum 
minuman keras, akan tetapi karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak 
orang yang meminumnya, sehingga suatu ketika terjadi keributan dan perkelahian, 
sehingga pada tahap ketiga baru minuman Khamar dilarang secara tegas, 
sebagaimana dalam QS Al-Maidah (5): 90; 
                            
               
Terjemahnya 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah 
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.19 
 
2. Narkotika Menurut Hukum Islam 
Para ulama terdahulu berpendapat tentang jenis-jenis yang termasuk dalam 
golongan khamar sebagai berikut: 
b. Menurut Imam Abu Hanifah dan segelintir pakar lainnya berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah “jenis minuman yang dibuat 
dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan 
buih dan kemudian menjadi bersih kembali”.20 
                                                             
19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan  (cet. 1: Jakarta: Dua Ribu Wisata, 
2002).  
20 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’ān  (Tangerang, 2011,Cet II), h. 171-172. 
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c. Menurut Imam Malik, Syafi‟i, dan sebagian ulama bermazhab Hanafi, 
khamar adalah “semua minuman yang mengandung unsur memabukkan, 
sekalipun tidak terbuat dari perasan anggur”.21 
d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
1).  Fatwa tentang penyalahgunaan narkotika tanggal 10 Shafar 1396 H/ 10 
Februari 1976 M, menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan 
narkotika, karena membawa kemudaratan yang mengakibatkan mental 
dan fisik seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat dan 
ketahanan nasional. 
2)   Komisi fatwa MUI dalam sidangnya yang berlangsung di Mesjid Istiqlal 
Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Rabiul Tsani 1417 H/ 2 September 
1996 M, berdasarkan dalil-dalil al-Qur‟ăn dan al-Hadits memutuskan: 
“menyalahgunakan narkotika (ecstasy dan zat-zat sejenisnya) adalah 
hukumnya haram.  
 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memandang ganja itu lebih buruk dari 
khamar. Memang seperti itulah adanya, karena ganja dapat memabukkan lebih 
buruk dari itu. Karena ia dapat memberikan pengaruh yang lebih banyak pada 
otak dibanding khamar. Maka sesuatu yang memabukkan itu ialah sesuatu yang 
                                                             
21
 Syaikh Abu „Abdillah Adil bin Sa‟ad, Halal Haram dalam Islam (Jakarta: Pustaka 
AsSunnah, 2011), h. 565. 
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jika di konsumsi oleh seseorang dapat menutup akalnya yang disertai dengan 
kenikmatan dan kegembiraan, dan hukum mengkonsumsinya adalah haram.22 
  Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah had yang telah ditentukan 
oleh syari„at. Sedangkan sanksi ta„zīr merupakan otoritas hakim untuk 
menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun harus mempertimbangkan 
keadaan pelakunya. Kaidah fiqh, hukum ta„zīr diserahkan pada pemimpin, 
bergantung pada besar kecilnya pelanggaran. Kaidah ini dikeluarkan sehubungan 









                                                             
22 Rachmat Syafi‟i, Ilmu Ushul Fiqh  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 260. 
23
 Ahmad Dimyathi Badruzzaman, Umat Bertanya Ulama Menjawab (Bandung: Sinar 





  Metodologi adalah suatu sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan spesifikasinya adalah bentuk, tugas metode, tekhnik dan alat. Sedangkan 
penelitian (research) adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmia dalam 
rangka pemecahan suatu masalah atau persoalan, dengan demikian metodologi 
penelitian sekumpulan peraturan kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh 
pelaku suatu disiplin ilmu. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, dengan mengunakan 
metode (field receacrh) yaitu penelitian lapangan, karena kajian penelitian ini 
merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum.  
  Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat meneliti keadaan, 
yang sesungguhnya dari objek yang akan diteliti sehingga mendaptkan informasi 
yang akurat dan mendapatkan data yang relevan setuasi yang terjadi di tempat 
penelitian, penelitian ini berlangsung di Kabupaten Jeneponto 
B. Pendekatan Penelitian  
  Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian “field research” 
penelitian lapangan, penelitian yang mengkaji sosiologi hukum yang 
menggunakan data sekunder sebagai data awal data primer atau data lapangan, 




atau variable sebagai pengumpul data terdiri dari study dokumen, pengamatan 
(observasi), dan wawancara (interview). 
C. Sumber Data  
 Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan  sebagai berikut : 
1. Data Primer 
  Data primer adalah merupakan informasi yang diperoleh dari responden 
wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan 
masalah ini secara langsung baik yang didapatkan dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seeprti hasil dari wawancara untuk memberikan data 
yang sesuai atau data yang sah. 
2. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang diperoleh setelah dari lapangan dan 
diperoleh dari data hasil primer. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder 
berupa bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau sumber-
sumber lainnya yang relevan dengan pembahsan penelitian ini 
D. Metode Pengumpulan Data 
  Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode pengumpulan 




 yaitu aktivitas terhadap suatu suatu proses atau objek dengan maksud 
merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari penelitian dan 
menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak 
langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat. 
2. Wawancara 
 merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data. Pelaksanakan dapat 
dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi 
dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk 
dijawab pada kesempatan lain. 
3. Dokumentasi 
  merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi dari pengumpulan bukti dan keterangan seperti 
rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai reperensi lain yang berada 
dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh sumber data yang valid, 
dan data yang penting didalam penelitian. Tekhnik ini digunakan untuk 







E. Instrument Penelitian  
  Instrument penelitian ini adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada metodologi 
penelitian 
 Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi 
sebagai berikut : 
a. Peneliti sebagai instrument utama 
b. Daftar pertanyaan penelitian yang telah disiapkan peneliti 
c. Kemera HP untuk mengambil gambar penelitian 
d. Buku catatan untuk persiapan pencatatan hal-hal yang penting dalam 
penelitian 
e. Pulpen sebagai alat untuk menulis 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
1. Teknik Pengolahan data 
 Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode penelitian 
ini yaitu : 
a. Coding data  
 adalah proses untuk mengkalafikasikan jawaban-jawaban menurut kriteria 
atau macam-macam yang ditetapkan 
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b. Editing data 
 Editing data adalah pemeriksaan hasil untuk mengetahui relevasi 
(hubungan) dan hubungan dan keabsahan data dideskripsi dalam menemukan 
jawaban pokok permasalahan hal ini dilakukan, dengan tujuan mendapatkan 
data yang berkualitas dan factual sesuai dengan literature yang didapkan dari 
sumber bacaan. 
c. Identifikasi Data 
Identifikasi data adalah dengan mengumpulkan beberapa literature, 
kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang dibahas. 
2. Analisis Data 
  Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk 
menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap 
data yang terhimpung dapat dijelaskan dengan berbagai presepsi yang tidak 
menyimpang dan sesuai denagan judul penelitian. 
 Teknik pendekatan deskripsi kualitatif merupakan suatu proses atau jalan 
untuk mengambarkan kedaan yang benar benar adanya sejauh apa yang 
didapatkan oleh penelitih. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
 Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merata 
menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memeiliki tingkat 
kualitas dan kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih 
41 
 
dahulu sesuai dengan procedural yang telah ditetapkan, sebagai seleksi akhir 
dalam menghasilkan penelitian yang baru atau memproduksi temuan baru.  
 Oleh karena itu sebelum menerbitkan atau mempublikasikan apa yang kita 
temukan, terlebih dahulu kita melihat keabsahan atau kesahihan data dengan 
melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. 
 Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, yang 
lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji adalah data 
yang nyata. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 
antara apa yang dipatkan peneliti dan dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya 
atau sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. 
 Suatu penelitian diorentasikan pada derajat keilmiahan data penelitian sesuai 
apa yang ada dilapangan. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar 
penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan, yang objektif. Artinya apa 
bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian 
tersebut, dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. 
 Dalam teknik pemeriksaan data ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Kab Jeneponto 
 Secara geografis kabupaten jeneponto terletak antara 5 23‟12” – 5 42‟1,2” 
lintang selatan dan antara 119 29‟ 12” – 119 56‟44,9” bujur timur. Berdasarkan 
posisi geografis, kabupaten jeneponto memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara 
berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, sebelah selatan 
berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Bantaeng dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Takalar. 
 Kabupaten jeneponto memiliki luas wilayah 749,79 KM‟. Secara 
administratif kabupaten jeneponto terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu : Rumbia, 
Kelara, Taroang, Arungkeke, Batang, Turatea, binamu, Bontoramba, Bangkala, 
Bangkala Barat, dan Tamalatea.kecamatan dengan luas terbesar adalah Bangkala 
Barat (20,40%) dan terkecil Arungkeke (3,99%). Kabupaten Jenepointo memiliki 
82 desa dan 31 kelurahan. Itulah gambaran Umum lokasi penelitian Penulis. Dan 
Kab. Jeneponto memiliki SDM (sumber daya manusia) yang padat, tidak lasim 
jika kasus Penyalagunaan Narkoba  yang melibatkan anak di bawah umur terjadi 
di Jeneponto. Disisi lain kab. Jeneponto juga memiliki potensi sumber daya alam 





B. KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM 
KASUS NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG DI KAB. 
JENEPONTO   
  Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pentingnya peredaran 
narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-
hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah 
Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah 
tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentral 
peredaran narkotika.  Seperti yang terjadi di Kab. Jeneponto dan Begitu pula 
anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah 
menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Dan 
anak pun dijadiakan sebagai jembatan untuk keberhasilan transaksi nbarang 
terlarang itu (kurir). Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua 
lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam 
hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat 
pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak 
diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada 
penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika 
dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Di dalam hukum pidana 
Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan 
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hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini 
dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai 
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan 
generasi muda pada umumnya.24 Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan 
secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama 
sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang 
luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Kebijakan hukum pidana terkait 
sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:25 
a. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan 
(maatregel). 
b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa pidana mati, penjara 
seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, 
pidana denda serta pidana tambahan berupa, pencabutan hak tertentu 
terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan 
status badan hukum. 
                                                             
24
 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 
1990), h. 3. 
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c. Untuk sanksi tindakan (maatregel) berupa rehabilitasi medis dan sosial serta 
pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara 
asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setalah menjalani sanksi 
pidana. 
d. Jumlah dan lamanya sanksi pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar 
antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat 
dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang 
diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 
20 (dua puluh) tahun. 
e.  Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:3 
1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);  
2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda); 
3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); 
4) Dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara dan/atau 
denda); 
f.    Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda); 
g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun 
narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, 
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dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang 
belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 
 Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh 
orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-
sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-
anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan 
perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum 
stabil diakibatkan perkembangan fisik dan spikis. Perbuatan 
memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika 
merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang 
narkotika yang berbunyi sebagai berikut: 
“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, 
melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup 
umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 
129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.26 
                                                             
26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang 
memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan 
tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai 
dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah 
ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. 
Sesuai dengan pengakuan Iptu Paulus Manan dan apabila terjadi kasus yang 
melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan 
anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang 
peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana 
formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang 
terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak 
yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika 
sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-
Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku 
pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat 
dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda. Seseorang yang 
melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan 
kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat 
penegak hukum dikabupaten Jeneponto sesuai dengan hasil wawancara penulis  
dengan kepala Satuan Narkoba di kabupaten jeneponto cenderung menjatuhkan 
sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan 
rehabilitasi. Ungkapnya Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, 
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diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan 
tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi 
pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai 
narkotika.6 Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka 
akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga 
pemasyarakatan. Dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif 
lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika 
yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan 
yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. 
Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung 
memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk 
konsumsi pribadinya. 
C. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI PELAKU TINDAK 
PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM 
ISLAM 
Pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur di dalam Hukum 
Islam.Narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur‟ăn 
dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika, akan tetapi 
karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika 
sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka al-Qur‟ăn dan 
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hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar 
dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya 
penyalahgunaan narkotika.27 Sehubungan dengan hal di atas, narkoba dalam 
pandangan hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan 
bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan 
jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama, walaupun di 
sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan 
penelitian dan ilmu pengetahuan. Untuk itu bila memang belum ditentukan status 
hukum dari narkotika dalam syari‟at Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya 
menyelesaikan dengan jalan ijtihād mereka, melalui metodologi hukum Islam 
dengan jalan pendekatan qiyās sebagai solusi istinbāth hukum yang belum jelas 
hukumnya dalam syari‟at Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian 
ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyăs:28 
a. Al-ăshl, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam năsh 
(Al-Qur‟ăn), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. 
b. Al-făr‟u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam 
năsh, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada năsh yakni 
khamar. Narkotika dalam hal ini disebut al-mūsyăbbah (yang 
diserupakan). 
                                                             
27Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkotika dalam 
Pandangan Agama (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), h. 15. 
28Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam  (Ilmu Ushul Fiqh), (terj. Noel 
Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 90. 
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c. Hukum ăshl adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang 
dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak 
ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-făr‟u). 
d. Al-Illat, karena dampak negatif dari pada khamar dapat memabukkan 
menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. 
Sedangkan narkotika adalah făr‟u karena tidak terdapat năsh mengenai 
hukumnya dan narkotika telah menyamai khamar dalam kedudukannya 
adalah memabukkan. 
Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku 
tindak minuman keras (khamar). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu 
batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya 
dengan hukuman yang lain.29 Imam Syafi‟i berpendapat bahwa hukuman hudūd 
terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh) 
kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi‟i 
beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa 
beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat 
puluh) kali. Menurut Imam Syafi‟i sisa 40 (empat puluh) dera yang lain bukan 
termasuk hukuman hudūd, melainkan hukuman ta‟zīr.30 Menurut Imam Malik dan 
Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang 
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Kharisma Ilmu, 2008), h. 54. 
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yang meminum-minuman keras harus didera sebanyak 80 (delapan puluh) kali. 
Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudūd karena mabuk dan karena 
meminum-minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha 
dalam menentukan kadar hukuman hudūd disebabkan tidak adanya ketentuan 
dalam Al-Qur‟ăn tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak 
menyebutkan dengan pasti adanya ijmă‟ para sahabat tentang hukuman hudūd atas 
pelaku tindak pidana meminum-minuman keras.12 Menurut pendapat yang kuat, 
penentuan 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar 
bin Khattab r.a, ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman 
meminum khamar tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a menyarankan agar hukumannya 
berupa dera 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia 
akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan 
memfitnah (qadzaf), sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah 80 (delapan 
puluh) kali dera, pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber 
larangan minuman keras adalah Al-Qur‟ăn, sedangkan hukumannya bersumber 
dari hadis dan berasal dari ijmă‟ para sahabat.31  
Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudūd karena 
meminumminuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali dera menganggap bahwa 
para sababat sudah memiliki ijmă‟ dalam hal ini, sedangkan ijmă‟ adalah salah 
satu sumber penerapan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudūd 
hanya 40 (empat puluh) kali dera mengunakan dalil perbuatan Ali r.a yang 
                                                             




mendera Walid bin Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali deraan dan perkataan 
Ali, Rasulullah SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera 40 (empat 
puluh) kali dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini 
yang lebih aku sukai. 
Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini, karena Al-Qur‟ăn 
tidak menentukkannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang 
kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi 
tidak pernah melebihi 40 (empat puluh) kali jilid. Demikian pula Abu Bakar 
menjilid peminum khamar dengan 40 (empat puluh) kali jilid. Pada zaman 
pemerintahan Umar bin al-Khathab peminum khamar itu diberi hukuman 80 
(delapan puluh) kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum khamar. 
Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah belian bersama para sahabat yang 
lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum 
khamar juga diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, dengan mengqiyăskan 
kepada penuduh zina.32Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan 
ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan 
orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran, bila seseorang berkali-kali 
minum dan beberapa kali pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, 
maka hukumannya sama dengan sekali minum khamar dan sekali mabuk. Dalam 
kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori at-tadăkhul, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
                                                             
32
 Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi (Terj. Zubair Suryadi Abdullah), Fatwa dan Ijtihad 
Umar bin Khatab (Surabaya: Risalah Ousti, 2003), h. 289. 
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a. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali. 
b. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah 
satu kali. 
c. Di kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, 
lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan 
dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu yaitu hukuman 
mati (qiṣăṣ).33 Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan 
“amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka 
pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut 
agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam 
kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti  disyari„atkan sebuah 
hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (raf„ūl qălam) seorang anak 
hingga  mencapai aqil băligh yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” 
pada laki-laki dan haid bagi perempuan.34 Meski dalam kitab kitab fikih 
ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja 
mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan 
hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut tă„dib (pembinaan), 
bukan ta„zīr atau hadd (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa 
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1997), h. 99-100. 
34




(băligh). Bentuk pelaksanaan tă„dib ini beragam, tergantung pada 
kemampuan fisik dan jiwa anak. 
Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang 
melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan 
tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap 
tindakan kejahatan (jarīmah) anak dengan:35 
a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (idrak) Sesuai dengan kesepakatan 
fuqaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia 
tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai 
kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana 
apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana 
maupun hukuman tă„dib (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak 
dijatuhi hukuman hudūd, qiṣăṣ, dan ta„zīr apabila dia melakukan tindak 
pidana hudūd dan qiṣăṣ (misalnya membunuh atau melukai). Walaupun 
adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan 
berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak 
pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua 
kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat 
hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab 
menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum 
(tidak dihalalkan/ mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar‟i 
                                                             
35 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), h. 76. 
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tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar‟i tidak 
menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meskihukumannya 
digugurkan. 
b. Fase kemampuan berpikir lemah Fase ini dimulai sejak si anak menginjak 
usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia băligh. Dalam fase ini, anak kecil 
yang telah mumayiz tidak bertanggungjawab secara pidana atas tidak 
pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudūd bila ia 
mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum qiṣăṣ bila 
membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab tă‟dib yaitu 
hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.36 
c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna) Fase ini dimulai sejak anak 
menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas 
tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman hudūd 
apabila dia berzina atau mencuri, dan diqiṣăṣ apabila dia membunuh atau 
melukai, demikian pula dijatuhi hukuman ta„zīr apabila melakukan tindak 
pidana ta„zīr.21Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah 
hukuman untuk mendidik murni (ta„dibiyah khalisah), bukan hukuman 
pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima 
hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik 
yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak 
kepada waliyal-amr (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai 
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menurut pendangannya. Para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan 
pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak 
kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih 
hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam 
kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman: 
a. Memukul si anak, 
b. Menegur/mencelanya, 
c. Menyerahkan kepada wallyal-amr atau orang lain, 
d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-
anak nakal, 
e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, 
dan lain  lain.37 
Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik 
(ta„dibiyah), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia 
kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum băligh pada 
waktu ia telah băligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan 
yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.38 Seorang anak tidak 
akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak 
                                                             





ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia 
mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur 
kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu 
memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang 
akan datang. Menurut Abu Zaidal-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, 
tidak akan ada hukuman hadd bagi anak-anak kecil, bahkan juga dalam hal 
tuduhan zina (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.39 Bahwa 
anak yang belum băligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka 
tidak wajib dikenakan sanksi hadd, ataupun ta„zīr, sebab ia belum termasuk 
mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para 
fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia băligh tidak 
wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.40 
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:  
 هعو ملتحي يتح يبصلا هع و ظقيتسي يتح مئانلا هع :ثلاث هع ملقلا عفر




“Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur 
sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia 
sembuh”. (H.R. Bukhari). 
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Berdasarkan hadist tersebut di atas, bahwa orang yang tidak atau belum 
berakal tidak dikenai taklīf karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklīf 
dari al-Syări‟. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, 
anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa. Sebagian besar ulama usul fiqh 
mengatakan bahwa dasar adanya taklīf (pembebanan hukum) terhadap seorang 
mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum 
apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklīf secara baik yang ditujukan 
kepadanya.41 
Dari penjelasan di atas, bagi anak yang terlibat kasus narkotika tidak 
dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun 
demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana narkotika 
bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat 
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana 
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak 
yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat 
dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, dan anak yang 
berusia di bawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga hambatan 
yang dihadapi untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak 
yang berperkara dengan hukum tersebut berusia di bawa 18 tahun dengan 
                                                             
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h.356. 
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ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat 
anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah apabila anak yang berperkara 
dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana baik 
yang sejenis ataupun tidak sejenis. Hal tersebut yang merupakan hambatan untuk 
menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk 
dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum dan kebaikan anak itu 
sendiri. Dalam upaya penegakan hukumnya, sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa ancaman hukuman 
maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah 1/2 (satu perdua) 
dari 11 ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan (Pasal 26 
ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1). Hal ini juga diatur dalam Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak terbaru dalam Pasal 81 ayat 
(2). Sedangkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana 
penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan 
perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dalam hukum Islam anak yang 
belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib 
dikenakan sanksi had ataupun ta‟zīr. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan 
belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat 
bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliqh tidak wajib dikenakan 







Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis mengemukakan beberapa kesimpulan: 
1. perlindungan Hukum terhadap  anak di bawah umur dalam Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai 
anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam 
undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus 
anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversi, 
sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan 
cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur dan bagi pecandu 
narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial termasuk anak. 
2. Ketentuan hukum Islam tentang pelaku tindak pidana narkotika anak di 
bawah umur yang dijadikan sebagai kurir narkotika, dalam hukum Islam anak 
yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka 
wajib dikenakan sanksi had ataupun ta‟zīr. Sebab ia belum termasuk 
(dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha 
telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak 




B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Orang tua harus meluangkan waktu untuk mendidik, mengawasi juga 
berkomunikasi pada anak-anaknya, karena dengan cara inilah menjaga hubungan 
anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak menyalahgunakan 
narkotika. 
2. Bagi para remaja harus lebih selektif dalam memilih teman dan tidak mudah 
terpengaruh ajakan untuk menggunakan narkotika. Narkotika bukan jalan terbaik 
untuk menyelesaikan atau lari dari masalah. 
3. Bagi pihak berwenang lebih mengutamakan anak diserahkan kembali kepada 
orang tua/wali untuk di asuh dan mewajibkan melaporkan perkembangan anak 
setiap bulannya hingga anak berumur 18 tahun. Dalam hal rehabilitasi agar 
pemerintah memberikan fasilitas yang memadahi bagi anak penyalahguna 
narkotika, agar tidak menggangu psikologis dan mental anak, dalam hal letak 
rehabilitasi, tempat rehabiltasi, dan alat-alat kelengkapan pemenuhan rehabilitasi 
anak, serta lebih banyak melakukan pembinaan anak diluar pendidikan formal, 
misalnya dengan melakukan penyuluhan mengenai bahayanya narkotika bagi 
anak, dengan sesering mungkin. 
4. meningkatkan pengawasan ataupun resosialisasi kepada anak yang dianggap 
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